KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pro
\ 4

GEDUNG KARYA TELP. (021) 3506138, FAX : (021) 3507202, 3506129
3506129, 3506145, 3506145, 3506143,3862179

i MERDEKABARAT-NG: -3 3506143, 3862220 email : ditienhubdat@dephub.go.id

JAKARTA 10110 Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DRJD 5599 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat secara profesional, transparan dan
akuntabel serta mengikuti perkembangan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengganti
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
PR-DRJD 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



10.
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12;

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5884);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan  Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6563);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6564);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6613);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/
2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2020
tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap
Kegiatan Tertentu;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021
tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 922);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02 /2021
tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

PERTAMA
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2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02 /2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 185) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 12);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun
2024  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan
Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari
Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para
Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-8/PB/2021 tentang Penetapan Maksimum
Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara
Elektronik;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.
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KETIGA

KEEMPAT
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KEENAM

KETUJUH

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
meliputi:

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Tugas dan Kewenangan;

Tata Cara Perencanaan PNBP;

Tata Cara Pelaksanaan PNBP;

Tata Cara Penggunaan PNBP;

Tata Cara Pertanggungjawaban PNBP;

Tata Cara Monitoring PNBP; dan

Tata Cara Pengawasan PNBP.
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Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
merupakan pedoman bagi Pelaksana  Pengelolaan
Pendapatan Negara Bukan Pajak yang meliputi:

. Pengguna Anggaran;

Pembantu Pengguna Barang;

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

Bendahara Penerimaan;

Pengelola PNBP; dan

Pengelola BMN.

Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA yang berupa Pemanfaatan, Penghapusan,
Dioperasionalkan Pihak Lain atau pengelolaan BMN lainnya
yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak harus
melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) V2
dimulai dari Proses Pengusulan hingga tindak lanjut
Pengelolaan BMN dan Pembuatan Billing PNBP sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tata cara Pembuatan Billing PNBP melalui aplikasi SIMAN V2
sebagaimana  dimaksud dalam  Diktum  KEEMPAT
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.
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Tata cara pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada
Satuan Kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum diatur tersendiri melalui Keputusan Pimpinan
Badan Layanan Umum.

Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat sebagai Pengelola PNBP menyusun
Standar Operasional Prosedur penyetoran dan pelaporan
PNBP untuk pemungutan jenis pendapatan atas layanan
tertentu.



KEDELAPAN : Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat menyusun Standar Operasional Prosedur
pelaksanaan layanan dan pemungutan atas jenis pendapatan
PNBP fungsional dengan mengacu pada Standar Operasional
Prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Teknis selaku
Pembina.

KESEMBILAN : Sekretaris  Direktorat Jenderal Perhubungan  Darat
melakukan  pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEPULUH . Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2024
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Ttd.

IRJEN. POL. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433 :

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat;

9. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

p— (, /
AZNAL, S/H., M.H.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DRJD 5599 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber
pendapatan penting bagi negara di luar pajak, yang digunakan untuk
membiayai berbagai program pemerintah dan mendukung pembangunan
nasional. Pada sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat memiliki peran strategis dalam memberikan berbagai layanan publik
yang menjadi sumber PNBP, seperti pengujian kendaraan bermotor,
sertifikasi angkutan, perizinan operasi, dan lainnya. Dalam rangka
optimalisasi penerimaan PNBP dari sektor ini, diperlukan aturan yang jelas
dan komprehensif mengenai tata cara pengelolaan PNBP di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik yang semakin
meningkat, serta dinamika regulasi terkait keuangan negara, pengelolaan
PNBP harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel,
dan efisien. Tanpa panduan yang tepat, terdapat risiko terjadinya
ketidaktertiban dalam pemungutan, pelaporan, dan penggunaan dana PNBP,
yang pada akhirnya dapat berdampak pada performa keuangan negara dan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan ini disusun untuk
memberikan arahan yang lebih terperinci dan teknis kepada setiap unit kerja
di lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Selain itu, keputusan ini juga ditetapkan dalam rangka merespons berbagai
temuan audit dari lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang menekankan pentingnya peningkatan tata kelola
PNBP. Berbagai peraturan sebelumnya tentang PNBP, baik di tingkat
kementerian maupun pemerintah pusat, sering kali belum menjangkau detail
teknis pengelolaan PNBP di lapangan. Hal ini mendorong Direktur Jenderal
Perhubungan Darat untuk merumuskan pedoman yang spesifik dan relevan
dengan jenis layanan serta karakteristik sumber daya yang dikelola.



Dengan adanya keputusan ini, diharapkan pengelolaan PNBP di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilaksanakan dengan lebih
baik dan terstruktur. Petunjuk teknis yang diatur dalam keputusan ini
meliputi berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemungutan, prosedur
pelaporan, hingga tata cara penggunaan dana PNBP. Selain itu, keputusan
ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala guna
memastikan bahwa pengelolaan PNBP berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam
memenuhi target penerimaan PNBP serta mendukung keberlanjutan
pelayanan publik di sektor transportasi darat yang semakin efisien dan
profesional.

Maksud dan Tujuan

Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terperinci bagi
seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pedoman ini
bertujuan memastikan bahwa proses pengelolaan PNBP, mulai dari
pemungutan, penyetoran, penggunaan, hingga pelaporannya, dilakukan
secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan negara di sektor transportasi darat.

Tujuan penetapan keputusan Direktur Jenderal ini adalah untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PNBP,

sehingga seluruh penerimaan dapat tercatat dan
dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan prinsip good
governance;

2. Memastikan kesesuaian pengelolaan PNBP dengan ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perhubungan darat,
yang merupakan salah satu kontributor penting bagi PNBP, guna
mendukung program pembangunan nasional dan pelayanan publik yang
lebih baik;

4. Mengurangi potensi penyimpangan dan ketidaktertiban dalam
pemungutan dan penggunaan PNBP, dengan menetapkan prosedur yang
lebih jelas dan dapat diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Definisi
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan
atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan
pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola
dalam mekanisme APBN.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Perolehan Lainnya yang sah.

Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata
kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan,
akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan yang berasal dari PNBP.
Rencana PNBP adalah hasil perhitungan dan/atau penetapan target
PNBP atau target dan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan
dalam satu tahun anggaran.

Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu
tahun anggaran.

Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan
dalam satu tahun anggaran.

Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga.

Optimalisasi rencana PNBP adalah perubahan target dan pagu
penggunaan PNBP berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN
antara pemerintah dan DPR.

PNBP Terutang adalah Kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada
Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan
untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun
sanksi administrasi berupa denda.

Penggunaan BMN adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
dan/atau Optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Pemindahtangan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN.
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Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama.

Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat MP PNBP adalah batas tertinggi pencairan anggaran belanja
negara yang sumber dananya berasal dari PNBP pada DIPA yang dapat
digunakan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online, yang
selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem informasi elektronik yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi sistem
Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat
SIMAN adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung
proses pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet.

Modul Dasbor (Dashboard) yang selanjutnya disebut Modul Dashboard
adalah bagian dari SIMAN yang berfungsi untuk menampilkan dan
memvisualisasikan seluruh data dan/atau informasi pelaksanaan
pengelolaan BMN.

Modul Pengelolaan adalah bagian dari SIMAN yang digunakan untuk
pelaksanaan pengelolaan BMN yang meliputi penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang selanjutnya disebut PKP PNBP
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP
yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar
negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat/Pegawai yang bertugas untuk
melaksanakan penerimaan, penyimpanan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan
Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/UPT.

Bank/Pos Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk menerima setoran Penerimaan Negara bukan dalam rangka
impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan
penerimaan bukan pajak.

Mitra Instansi Pengelola PNBP, yang selanjutnya disingkat MIP PNBP,
adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
sebagian kegiatan Pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi
Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengelola PNBP adalah pejabat dan pegawai pada satuan kerja/unit
pelaksana teknis penghasil PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.



27. Petugas Pengelola PNBP adalah Pegawai yang ditugaskan untuk
mengelola PNBP.

28. Petugas Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut Petugas SAI
adalah pegawai yang ditugaskan untuk membukukan/menginput
dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan.

29. Pengguna SIMAN (User) adalah pejabat/pegawai pada instansi terkait
yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai Administrator,
Supervisor, Koordinator, Analis dan peran lainnya yang ditetapkan oleh
pengelola barang untuk menggunakan SIMAN.

30. Supervisor adalah pejabat/pegawai pada instansi terkait yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
supervisi/pengajuan/pemeriksaan atas pekerjaan koordinator.

31. Koordinator adalah pejabat/pegawai pada instansi terkait yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan Kkegiatan
supervisi/pengujian/pemeriksaan atas pekerjaan analis.

32. Analis adalah pejabat/pegawai pada instansi terkait yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan Kkegiatan
analisis/pengujian/pemeriksaan.

33. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

34. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaan dengan sebaik-baiknya.

35. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

36. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KELOMPOK PNBP

Objek PNBP

Objek PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan
seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan
negara di luar perpajakan dan hibah. Objek PNBP ini mencakup berbagai
layanan dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dan sektor swasta
di bidang transportasi darat. Layanan-layanan ini merupakan sumber utama
PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan fasilitas publik dan perizinan yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Kelompok PNBP
PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan sifatnya
dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu:



PNBP Fungsional

PNBP Fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan

negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas

pokok dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang

jenis serta tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah. PNBP Fungsional

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diatur sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa transportasi darat dan

jasa transportasi laut, meliputi:

a) Jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri;

b) Jasa sertifikasi angkutan penyeberangan lintas antar provinsi;

c) Jasa kenavigasian;

d) Jasa penerimaan uang perkapalan dan kepelautan;

e) Jasa pengujian kendaraan bermotor;

f) Jasa angkutan jalan;

g) Jasa analisis dampak lalu lintas; dan

h) Jasa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
terkait jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan.

Adapun akun PNBP Fungsional dalam petunjuk pelaksanaan ini yang
dapat digunakan oleh Satker/UPT pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat sesuai dengan Bagan Akun Standar sebagai berikut:

NO

KODE URAIAN AKUN JENIS LAYANAN
AKUN

PNBP FUNGSIONAL

425287 | Pendapatan Pengujian, e Jasa Sertifikasi Angkutan
Sertifikasi dan Kalibrasi Penyeberangan Lintas Antar
di Bidang Perhubungan Provinsi.

1. Persetujuan Pengoperasian
Kapal Angkutan
Penyeberangan Lintas
Antar Provinsi Non Perintis

2. Sertifikasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Angkutan Penyeberangan
Lintas Antar Provinsi Non
Perintis

e Jasa Kompetensi Pengawakan
Angkutan Umum
1. Sertifikasi Kompetensi
Pengemudi Angkutan
Umum untuk penumpang
2. Sertifikasi Kompetensi
Pengemudi Angkutan




NO

KODE
AKUN

URAIAN AKUN

JENIS LAYANAN

Umum Barang Khusus dan
Alat Berat

3. Sertifikasi Kompetensi
Pengemudi Angkutan
Umum Barang Khusus Peti
Kemas

425511

Pendapatan Pelayanan
Pengujian Kendaraan
Bermotor

Jasa Pengujian Kendaraan
Bermotor.

1.
2,
3.

Uji Tipe Lengkap

Uji Tipe Landasan

Jasa Uji Sampel Kendaraan
Bermotor yang Telah Lulus
Uji Tipe

Uji Sampel Landasan
Penerbitan Sertifikat Uji
Tipe (SUT)

Pengujian Tipe Rancang
Bangun Kendaraan
Bermotor

Penerbitan Sertifikat
Registrasi Uji Tipe (SRUT)
Kalibrasi Alat Uji
Kendaraan Bermotor
Pemeriksaan Fisik Varian
Kendaraan Bermotor

10. Sertifikasi Bengkel Bahan

1

Bakar Gas (BBG)

1. Sertifikasi kompetensi
Penguji Kendaraan
Bermotor

12. Penerbitan Bukti Lulus Uji

Berkala Kendaraan
Bermotor.

425513

Pendapatan Jasa
Kepelabuhanan

Jasa Pelabuhan

Penyeberangan Lintas Dalam

Negeri

1. Jasa Sandar

2. Jasa Tanda Masuk
Pelabuhan

3. Jasa Pemeliharaan
dermaga

4. Jasa timbang kendaraan




NO

KODE

URAIAN AKUN

JENIS LAYANAN

e Jasa Kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang Belum
Diusahakan secara Komersial
(Jasa Labuh)

425514

Pendapatan Jasa Sarana
Bantu Navigasi
Pelayaran

Jasa Kenavigasian (Jasa
Penggunaan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang
Rambu)

425515

Pendapatan Jasa
Perkapalan dan
Kepelautan

Penerimaan Uang Perkapalan

Dan Kepelautan

1. Pemeriksaan dan Sertifikasi
Keselamatan, Garis Muat
dan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan
Maritim Serta Endorsement

2. Pelaksanaan Pengukuran
Kapal dan Penerbitan Surat
Ukur

3. Pelaksanaan Audit dan
Penerbitan Document Of
Compliance (DOC) dan
Safety Management
Certificate (SMC) serta
Endorsement

4. Pengujian dan Sertifikasi
Perlengkapan Keselamatan
Kapal, Peralatan Pemadam
Kebakaran dan Peralatan
Pencegahan Pencemaran

5. Pemeriksaan Teknis dan
Penerbitan Surat
Pengesahan Gambar
Rancang Bangun dan
Perhitungan Stabilitas
Kapal

6. Pemeriksaan Teknis dan
Penerbitan Dokumen
Pengawakan/ Kepelautan

7. Pemeriksaan Teknis dan
Penerbitan Dokumen
Keselamatan Kapal selain
Sertifikat.

425519

Pendapatan Jasa
Transportasi Lainnya

e Jasa Angkutan Jalan
1. Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dan

Angkutan Barang




NO

KODE
AKUN

URAIAN AKUN

JENIS LAYANAN

2. Penerbitan Kartu
Pengawasan
e Jasa Analisis Dampak Lalu
Lintas
1. Persetujuan Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas
2. Sertifikasi Kompetensi
Penyusun Analisis
Dampak Lalu Lintas
e Penerimaan Uang Perkapalan
Dan Kepelautan
1. Pelaksanaan audit dan
penerbitan sertifikat
Keamanan Kapal
Internasional/
International Ship
Security Certificate (ISSC)
2. Pengawasan Barang
Berbahaya

425912

Penerimaan Kembali
Belanja Barang Tahun
Anggaran Yang Lalu

Pengembalian belanja modal
temuan BPK RI, APIP, atau
pemeriksa lainnya karena
kekurangan volume pekerjaan,
tidak sesuai spesifikasi, tidak
sesuai dengan RAB, dan/atau
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
berasal dari pekerjaan lainnya
yang dibelanjakan dengan akun
belanja barang.

425913

Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun
Anggaran Yang Lalu

Pengembalian belanja modal
temuan BPK RI, APIP, atau
pemeriksa lainnya karena
kekurangan volume pekerjaan,
tidak sesuai spesifikasi, tidak
sesuai dengan RAB, dan/atau
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
berasal dari pekerjaan lainnya
yang dibelanjakan dengan akun
belanja modal.

425999

Pendapatan Anggaran
Lain-lain




PNBP Umum
PNBP Umum yaitu PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya dan merupakan PNBP yang berlaku umum. Jenis
dan tarif PNBP Umum diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk
pelaksanaanya. Untuk tarif PNBP Umum sesuai dengan jumlah
pendapatan yang akan disetorkan. Adapun PNBP Umum antara lain:
a) PNBP Umum dari Pengelolaan BMN
PNBP Umum dari Pengelolaan BMN merujuk pada penerimaan negara
yang diperoleh dari pengelolaan BMN yang bukan merupakan hasil
dari tarif atau biaya pelayanan khusus. PNBP Umum ini biasanya
dihasilkan dari aktivitas atau transaksi yang melibatkan BMN,
seperti:
1) Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN yaitu:
(a) Sewa Tanah;
(b) Sewa Gedung Serbaguna;,
(c) Sewa Aula;
(d) Sewa Rumah Negara/Mess;
(e) Sewa Sarana Olahraga;
(f) Sewa Bangunan, yang diperuntukan sebagai:
(1) Kantor;
(2) Tempat fotokopi;
(3) Toserba;
(4) Bank;
(5) Kantin;
(6) Gudang;
(7) Tempat kegiatan lainnya.
(g) Sewa Peralatan dan Mesin, antara lain:
(1) Alat Uji;
(2) Mobil Uji;
(3) Bus;
(4) Alat Iklan Digital;
(5) Alat Kegiatan Lainnya.
2) Pemanfaatan BMN untuk kegiatan Komersial;
(a) Kerja Sama Pemanfaatan,;
(b) Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
(c) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
(d) Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)
3) Penggunaan BMN oleh Pihak Lain, sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan
4) Penjualan BMN.

b) PNBP Umum selain dari Pengelolaan BMN
PNBP Umum selain dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
adalah jenis penerimaan negara yang diperoleh dari sumber-sumber
lainnya, antara lain:
1) Bunga/jasa giro/nisbah atas pengelolaan rekening;



2) Setoran

dari sisa

utang bukan tuntutan

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi pejabat negara, aparatur

sipil

negara,

prajurit Tentara Nasional Indonesia,

anggota

kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang
diberhentikan;
3) Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu;
4) Pengembalian persekot/uang muka gaji;
5) Penyelesaian ganti rugi atas kerugian negara; dan
6) Sanksi dan denda dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun akun PNBP Umum dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dapat
digunakan oleh Satker/UPT pada Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat sesuai dengan Bagan Akun Standar sebagai berikut:

"NO

' KODE

URAIAN AKUN

JENIS LAYANAN

AKUN .
PNBP UMUM
1. 425121 | Pendapatan dari Penjualan tanah, gedung dan
Penjualan Tanah, bangunan, penjualan sisa
Gedung, dan bongkaran bangunan, penjualan
Bangunan sisa hasil pekerjaan (sisa pasir, dll)
2 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin,
Penjualan Peralatan penjualan sisa bongkaran,
dan Mesin penjualan sisa hasil pekerjaan
(sisa tiang pancang, dll)
3. 425129 | Pendapatan dari Penyetoran pendapatan dari
Pemindahtanganan pemindahtanganan BMN yang
BMN menghasilkan PNBP melalui
mekanisme pemindahtanganan
lainnya
4. 425131 | Pendapatan Sewa Sewa Rumah Negara, Sewa tanah,
Tanah, Gedung dan sewa gedung, sewa kios, sewa
Bangunan sarana olahraga, dll
o. 425132 | Pendapatan Sewa Sewa kendaraan, sewa
Peralatan dan Mesin
6. 425134 | Pendapatan dari KSP Penyetoran dari mitra KSP berupa

Tanah Gedung dan
Bangunan

kontribusi tetap maupun bagi hasil
atas KSP Tanah dan Gedung
Bangunan.







